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PUTUSAN 

Nomor 61/Pdt.G/2021/PA.Sbga 

الرحᘭم الله الرحمن   ᚽسم 
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

Pengadilan Agama Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara 

tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan 

putusan perkara cerai gugat antara:  

Penggugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan 

Wiraswasta, tempat kediaman di Kelurahan Aek Habil, 

Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, Provinsi 

Sumatera Utara, sebagai Penggugat; 

m e l a w a n 

Tergugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh, 

tempat kediaman di Kelurahan Pancuran Gerobak, 

Kecamatan Sibolga Kota, Provinsi Sumatera Utara, 

sebagai Tergugat; 

Pengadilan Agama tersebut;  

Telah mempelajari berkas perkara;  

Telah mendengar keterangan pihak berperkara; 

Telah memeriksa alat bukti di persidangan; 

DUDUK PERKARA 

Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian tertanggal 30 Maret 

2021 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sibolga dengan 

register Nomor 61/Pdt.G/2021/PA.Sbga, tanggal 6 April 2021, dimuka 

persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:  

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang melangsungkan 

pernikahan di rumah keluarga Penggugat di kabupaten Tapanuli Tengah 

pada hari Minggu, 21 April 2013  bertepatan pada 10 Jumadil Akhir 1434 H, 

sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan 

Agama Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah, Propinsi Sumatera 

Utara, Nomor : 61/09/IV/2013 yang diterbitkan pada tanggal 22 April 2013; 

Disclaimer
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2. Bahwa sesudah akad nikah, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal 

dirumah orangtua Tergugat di Kelurahan Pancuran Gerobak, Kecamatan 

Sibolga Kota, Provinsi Sumatera Utara sampai dengan berpisah pada bulan 

Maret 2021; 

3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah hidup 

bersama layaknya suami-isteri, dan belum dikarunia keturunan; 

4. Bahwa awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tenteram, 

harmonis, dan bahagia, hal itu  berlangsung beberapa tahun saja, namun 

sejak tahun  2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan 

sangat jauh dari kata harmonis sering tejadi perselisihan dan pertengkaran 

yang tidak berkesudahan, hal tersebut karena :  

a. Tergugat menggunakan obat-obatan terlarang;  

b. Tergugat suka bermain judi; 

c. Tergugat sering mengkonsumsi minuman keras; 

d. Tergugat memiliki wanita idaman lain; 

e. Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan hal ini telah berlangsung 

selama 1 tahun;  

5. Bahwa sebelumnya pada tahun 2019 di bulan Ramadhan Penggugat dan 

Tergugat sudah pernah berpisah rumah dan tidak menjalani kehidupan 

rumah tangga layaknya suami istri selama 8 (delapan) bulan lamanya 

dikarenakan Tergugat merasa tidak mampu menafkahi Penggugat dan 

Tergugat mengucapkan talak kepada Penggugat dan memulangkan 

Penggugat ke keluarganya.Namun, pada bulan Maret 2020 Penggugat dan 

Tergugat rujuk kembali dan menjalankan kehidupan rumah tangga kembali 

sebagaimana mestinya;  

6. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi 

pada bulan Maret 2021, Penggugat sudah tidak tahan dengan sikap 

Tergugat yang selalu pulang larut malam ditambah lagi Tergugat 

menggunakan narkoba bahkan dihadapan Penggugat.Penggugat sudah 

berulang kali menasihati Tergugat namun Tergugat tidak mengindahkan 
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perkataan Penggugat dan mengingat Tergugat yang selalu izin bekerja 

tetapi tidak pernah menafkahi Penggugat akhirnya ketika Tergugat pulang 

kerumah pada malam hari Penggugat mengutarakan keinginannya untuk 

berpisah dan hal ini pun disetujui oleh Tergugat;  

7. Bahwa sejak saat berpisah Tergugat sering mendatangi rumah Penggugat 

dalam keadaan dibawah pengaruh narkoba dan mengancam akan 

membunuh keluarga Penggugat jika Penggugat tetap ingin berpisah dan 

hal ini semakin meyakinkan Penggugat untuk berpisah; 

8. Bahwa saat ini sudah 3 ( tiga) minggu lamanya Penggugat dan Tergugat 

tidak lagi hidup bersama layaknya suami istri;  

9. Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah 

tangga antara   Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat  tak kunjung 

berubah, sehingga Penggugat meyakini bahwa tujuan perkawinan antara 

Penggugat dan Tergugat untuk membangun keluarga yang sakinah, 

mawaddah warohmah sudah tidak dapat diharapkan lagi, sebaliknya  yang 

terjadi adalah penderitaan dan kesengsaraan lahir dan batin; 

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini; 

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Penggugat merasa sudah tidak tahan lagi 

untuk meneruskan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat, oleh 

karenanya dengan kerendahan hati Penggugat bermohon  kepada Ketua 

Pengadilan Agama Sibolga Cq Majelis Hakim kiranya berkenan  menerima 

dan mengabulkan Gugatan Penggugat dengan Putusan sebagai berikut : 

PRIMAIR : 

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat; 

2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat; 

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai 

dengan  ketentuan Hukum yang berlaku; 

SUBSIDAIR: 
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Bilamana Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibolga yang memeriksa dan 

mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – 

adilnya ( ex aquo et bono );  

Bahwa pada waktu persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir 

menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap ke 

persidangan dan tidak pula mengirim wakil/kuasanya yang sah meskipun telah 

dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya tersebut tidak 

didasarkan pada alasan yang sah menurut hukum; 

Bahwa Majelis Hakim tetap berusaha menasehati dan memberi saran 

kepada Penggugat melalui kuasanya secara maksimal untuk bersabar dan 

mengurungkan niatnya bercerai dari Tergugat, akan tetapi usaha penasehatan 

tersebut tidak berhasil, Penggugat melalui kuasanya tetap pada pendiriannya 

semula untuk bercerai dengan Tergugat;  

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah 

datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan 

patut; 

Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi serta 

maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat; 

Bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat tidak dapat memberiikan jawaban 

dan keterangan karena tidak pernah hadir di persidangan; 

Bahwa Penggugat di depan persidangan untuk memperkuat dalil 

gugatannya telah menyampaikan alat bukti tertulis sebagai berikut: 

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama (Penggugat), NIK 

1201156011900003, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kota Sibolga tanggal 24 Juni 2016, telah dinazegelen dan 

telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda bukti P.1; 

2. Fotocopy Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, 

Nomor 61/09/IV/2013 yang diterbitkan pada tanggal 22 April 2013, yang 

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Badiri, Kabupaten 

Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara, telah dinazegelen dan telah 

dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda bukti P.2; 
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Bahwa Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi yang di 

bawah sumpahnya telah memberiikan keterangan secara sendiri-sendiri yang 

selengkapnya telah dicatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dan 

pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :  

1. SAKSI I, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu 

rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Kasturi, Kelurahan Aek Habil, 

Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, 

selanjutnya dibawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai 

berikut: 

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat, Penggugat dan 

Tergugat merupakan suami istri sah menikah pada tahun 2013, dan 

Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak; 

- Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus Perawan, sedangkan 

Tergugat berstatus Perjaka; 

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama 

sebagai suami istri bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di 

Kelurahan Pancuran Gerobak, Kecamatan Sibolga Kota, Provinsi 

Sumatera Utara sampai dengan Penggugat dan Tergugat berpisah 

tempat tinggal; 

- Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat 

rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019 keadaan rumah tangga 

Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering 

terjadi perselisihan dan pertengkaran; 

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan 

Tergugat adalah karena Tergugat menggunakan obat-obatan terlarang, 

Tergugat suka bermain judi, Tergugat sering mengkonsumsi minuman 

keras, Tergugat memiliki wanita idaman lain, dan Tergugat tidak 

bertanggung jawab terhadap nafkah lahir Penggugat; 

- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat; 

- Bahwa Penggugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 

(satu) bulan; 
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- Bahwa Saksi sudah pernah menasehati Penggugat untuk bersabar dan 

hidup rukun lagi dengan Tergugat namun tidak berhasil; 

2. SAKSI II, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu 

rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Kasturi, Kelurahan Aek Habil, 

Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, 

selanjutnya dibawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai 

berikut: 

- Bahwa saksi adalah tetangga sekaligus kepala lingkungan tempat 

Penggugat berdomisili, Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri 

sah menikah pada tahun 2013, dan Penggugat dan Tergugat belum 

dikaruniai anak; 

- Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus Perawan, sedangkan 

Tergugat berstatus Perjaka; 

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama 

sebagai suami istri bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di 

Kelurahan Pancuran Gerobak, Kecamatan Sibolga Kota, Provinsi 

Sumatera Utara sampai dengan Penggugat dan Tergugat berpisah 

tempat tinggal; 

- Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat 

rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019 keadaan rumah tangga 

Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering 

terjadi perselisihan dan pertengkaran; 

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan 

Tergugat adalah karena Tergugat menggunakan obat-obatan terlarang, 

Tergugat suka bermain judi, Tergugat sering mengkonsumsi minuman 

keras, dan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah lahir 

Penggugat; 

- Bahwa Saksi pernah mendengar Penggugat bertengkar dengan 

Tergugat; 

- Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat meminum minuman keras dan 

bermain judi; 
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- Bahwa Penggugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 

(satu) bulan; 

- Bahwa sebagai kepala lingkungan Saksi pernah diminta oleh keluarga 

Penggugat untuk ikut serta mendamaikan Penggugat dan Tergugat; 

  Bahwa Penggugat menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi 

tersebut, sedangkan Tergugat tidak dapat memberikan tanggapannya terhadap 

alat bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat 

karena tidak pernah hadir di persidangan; 

 Bahwa Penggugat tidak mengajukan apapun lagi dan telah 

menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula, 

dan mohon agar segera mendapat putusan atas perkara ini; 

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal 

sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini. 

PERTIMBANGAN  HUKUM 

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah sebagaimana 

tersebut diatas; 

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan Penggugat dan dikuatkan 

dengan alat bukti surat (bukti P.2), Penggugat sedang terikat dalam sebuah 

perkawinan yang sah dengan Tergugat dan belum pernah bercerai, kemudian 

mengajukan cerai gugat yaitu agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan 

putus karena perceraian, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan 

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat memiliki legal standing, 

karena merupakan pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini 

(persona standi in judicio); 

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara cerai gugat yang 

diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam atas dasar perkawinan yang 

dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan 
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Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya 

Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini; 

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 ayat (1) dan (2) dan 718 ayat (1) 

R.Bg. juncto Pasal 26 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 

Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil 

secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan 

tersebut Penggugat secara in person telah hadir di persidangan, sedangkan 

Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap 

di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan 

suatu halangan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg, maka putusan 

atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek); 

Menimbang, oleh karena Tergugat tidak hadir, maka keterangan 

Tergugat tidak dapat didengar di persidangan dan oleh karenanya pula mediasi 

yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 

juncto Pasal 154 R.Bg tidak dapat dilaksanakan;  

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua 

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka selama pemeriksaan 

perkara ini Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun 

kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangganya, akan tetapi tidak 

berhasil; 

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. 

yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan 

sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim 

membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya; 

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara adalah Penggugat 

mengajukan gugatan agar Penggugat diceraikan dari Tergugat, dengan alasan 

antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, 
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sehingga tidak ada lagi harapan hidup rukun dalam rumah tangga disebabkan 

dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan dalam bagian tentang duduk perkara; 

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg., maka 

Majelis Hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan 

mengabulkan gugatan Penggugat meskipun tanpa hadirnya Tergugat, namun 

oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka berdasarkan 

ketentuan Pasal 283 R.Bg., Majelis Hakim membebankan pembuktian kepada 

Penggugat dengan memeriksa bukti-bukti, dan oleh karena perkara ini adalah 

perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, maka sesuai 

dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 

Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 

1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama 

sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan 

Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat 

diwajibkan menghadirkan Saksi keluarga dan orang-orang terdekat dengan 

Penggugat dan Tergugat untuk didengar keterangannya di persidangan; 

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat 

telah mengajukan alat bukti surat (bukti P.1, dan P.2) serta 2 (dua) orang saksi; 

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa Kartu 

Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta 

autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan 

aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut 

menerangkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kota Sibolga, relevan 

dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.1 telah 

memenuhi syarat materil sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan 

pembuktian yang sempurna dan mengikat; 

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa 

fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang 

sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan 

sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, 
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isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan 

Tergugat pada tanggal 21 April 2013, relevan dengan dalil yang hendak 

dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2 telah memenuhi syarat materil 

sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna 

dan mengikat; 

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 tersebut harus 

dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, 

menikah pada tanggal 21 April 2013, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat 

(1) Kompilasi Hukum Islam yang pernikahannya telah tercatat pada Kantor 

Urusan Agama Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi 

Sumatera Utara oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing dalam 

perkara ini dan saat ini Penggugat tinggal di Kota Sibolga sebagai Wilayah 

Yurisdiksi Pengadilan Agama Sibolga; 

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah 

disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 

172 ayat 1 angka 4 R.Bg.; 

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 yang merupakan kakak kandung 

Penggugat dapat diterima dan dibenarkan karena telah memenuhi syarat 

sebagai saksi berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 76 

ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 

tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 

3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 

Tahun 2009 yang berbunyi “Gugatan tersebut dalam ayat (1) gugatan dapat 

diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab 

perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta 

orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu.” 

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah 

disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 

172 ayat 1 angka 4 R.Bg.; 
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Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai gugatan 

Penggugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan 

relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu 

keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah 

diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki 

kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti; 

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat 

bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu 

keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 

R.Bg.; 

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang 

Saksi yang memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis 

Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat, telah mencapai 

batas minimal pembuktian saksi, dengan demikian sesuai Pasal 306 R. Bg. dan 

Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 

1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan telah terpenuhi; 

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang 

dikaitkan dengan bukti-bukti di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta 

sebagai berikut: 

 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah di 

Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara, 

pada tanggal 21 April 2013; 

 Bahwa selama masa perkawinannya Penggugat dan Tergugat belum 

dikaruniai anak; 

 Bahwa pada mulanya hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai 

suami istri sudah tidak harmonis, namun sejak tahun 2019 antara 

Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar; 

 Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan 

karena Tergugat menggunakan obat-obatan terlarang, Tergugat suka 
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bermain judi, Tergugat sering mengkonsumsi minuman keras, Tergugat 

memiliki wanita idaman lain, dan Tergugat tidak bertanggung jawab 

terhadap nafkah lahir Penggugat; 

 Bahwa keluarga Penggugat sudah pernah berupaya mendamaikan 

Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil; 

 Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 

lebih kurang 1 (satu) bulan; 

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim 

berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada 

kondisi pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, sehingga dengan 

kondisi yang demikian dipandang sudah sangat sulit bagi Penggugat dan 

Tergugat untuk dapat mewujudkan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga 

yang bahagia dan kekal, terutama ditambah lagi dengan sikap Penggugat yang 

sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat; 

Menimbang, bahwa sampai tahap akhir proses persidangan ini tidak 

ternyata ada perubahan sikap dari Penggugat untuk mengurungkan niatnya 

bercerai dengan Tergugat, meskipun Majelis Hakim telah berusaha menasehati 

secara maksimal sampai dengan sebelum perkara diputus sesuai dengan yang 

telah diamanahkan dalam Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang 

Nomor 50 Tahun 2009; 

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung 

Republik Indonesia Nomor 534 tahun 1996 tanggal 18 Juni 1996 yang berbunyi 

“Dalam suatu perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percekcokan atau 

karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat 

adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak, 

karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 12



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

 

Putusan Nomor 61/Pdt.G/2021/PA.Sbga halaman 13 dari 15 halaman 
 

 

sudah pecah, maka tidak mungkin lagi untuk dipersatukan meskipun salah satu 

pihak menginginkan perkawinan itu tetap utuh”; 

Menimbang, bahwa sampai dengan diucapkannya putusan ini, Tergugat 

tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak pula mengirim wakil 

atau kuasanya yang sah, serta ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu 

halangan yang sah, walaupun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut 

di tempat kediaman Penggugat, selain itu gugatan Penggugat telah dinyatakan 

cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 149 

Ayat (1) R.Bg, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat 

dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat atau secara verstek; 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di 

atas, Maka Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian dalam Pasal 19 huruf 

(f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 116 huruf (f) 

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi 

Hukum Islam, telah ternyata terpenuhi, padahal upaya menasihati melalui 

Majelis Hakim telah pula dilaksanakan dan tidak berhasil, sehingga gugatan 

Penggugat sebagaimana petitum kedua, beralasan secara hukum sesuai Pasal 

39 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan, karenanya tuntutan Penggugat agar perkawinannya dengan 

Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, patut dikabulkan, dan Majelis 

Hakim berpendapat putusnya perkawinan yang relevan berdasarkan 

pertimbangan tersebut dan mengingat ketentuan Pasal 113 huruf c dan Pasal 

119 Ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, adalah dengan menjatuhkan Talak 

Satu Bain Sughra Tergugat terhadap Penggugat; 

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, 

maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 

tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 

Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat yang 

jumlahnya akan disebutkan dalam diktum akhir putusan ini; 
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Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan 

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini. 

M E N G A D I L I: 

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk 

menghadap persidangan, tidak hadir; 

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek; 

3. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat; 

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah 

Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah). 

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis 

Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 Masehi, 

bertepatan dengan tanggal 9 Ramadan 1442 Hijriah, oleh kami H. Ahmad 

Mus’id Yahya Qadir, Lc., M.H.I., sebagai Ketua Majelis, Mulyadi Antori, S.H.I., 

dan Ari Ambrianti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan 

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh 

Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu 

oleh Eddy Sumardi, S.Ag., sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat 

tanpa hadirnya Tergugat;  

Hakim Anggota, Ketua Majelis,  

 

           Mulyadi Antori, S.H.I.         H. Ahmad Mus’id Yahya Qadir, Lc., M.H.I. 

     

     Hakim Anggota,  

 

Ari Ambrianti, S.H.  

Panitera, 

 

            Eddy Sumardi, S.Ag. 
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Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 14



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

 

Putusan Nomor 61/Pdt.G/2021/PA.Sbga halaman 15 dari 15 halaman 
 

 

Perincian Biaya: 

Biaya Pendaftaran : Rp   30.000,00 

Biaya Proses : Rp   50.000,00 

Biaya Pemanggilan 

PNBP Biaya Panggilan 

: 

:  

Rp 

Rp 

300.000,00 

  20.000,00 

Biaya Redaksi : Rp   10.000,00 

Biaya Materai : Rp   10.000,00 

Jumlah : Rp 420.000,00 

(empat ratus dua puluh ribu rupiah) 
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